KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI MASALAH HUMAN TRAFFICKING DI
WILAYAH THAILAND TAHUN 2006 — 2011

Kej ahatan human trafficiking atau perdagangan nanusia telah nenjad

sal ah satu ancaman i nt ernasi onal dal am kasus kej ahat an
t ransnasi onal . Istilah perdagangan rmanusia dipergunakan untuk
nmenj el askan kondi si di mana seseorang atau sekelonpok orang yang
di perjual/belikan untuk tujuan ekspl oitasi, per budakan, at au

penj ual an organ tubuh manusia. Protokol PBB yang di kel uarkan UNODC
tentangProtocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Personsarti kel 3 (a) nenjelaskan tentang defenisi dan bentuk-bentuk
pel anggar an yang ber hubungan dengan per dagangan manusi a.

Thai | and nerupakan negara di Asia Tenggara yang*negjadl negara pusat
per dagangan manusia. Thailand adal ah negaré*ityjuan transit dan
sunber bagi kejahatan perdagangan manusi a. ~a-rata jum ah korban
perdagangan manusia di wilayah Thalland hEncapa| 651.800 jiwa
pertahun. Korban adalah perenpuan, anaKﬁé a dan 1aki-Ilaki yang
berasal dari wlayah Thailand seperti fhkang Mai, dan dari |uar
Thail and seperti Burnma, Laos dan \gkjayah sekitar. Para korban
di per dagangkan dengan tujuan eksploit- 'Qxeks nel ayan, dan pengem s
serta penjual bunga di jal an. Korban§bJ sanya berasal dari kel uarga
dengan | atar bel akang ekonomi yang/ﬁéndah pendi di kan di bawah rat a-
rata, serta tidak terdaftar seB&g&r penduduk nasional Thail and.
Kor ban direkrut dengan nenggunéka ?Vpola yaitu pola |angsung dan
pola tidak I|angsung. Pola /Faﬁg ung dinmana para korban bertemnu
| angsung dengan penj ahat peﬁdagangan bebas, sedangkan pola tidak
| angsung dimana para korl cdi kel abui ol eh keluarga, pacar, atau
agen. Kor ban dlperdagangk n-dengan menggunakan 3 jalur, yaitu jalur
transportasi |aut, udar N darat. Alasan utama bagi para korban
unt uk ber pi ndah ke MA| wah, Thail and adal ah untuk nencari perkerjaan
yang jauh |ebih |ayak —guna meningkatkan taraf hidup. Namun, para
korban justru di kel abui dan ditipu ol eh penjahat perdagangan nmanusi a
dengan nengat akan “bahwa para korban neniliki wutang yang harus
di bayar kan. Mereka kenudi an di haruskan bekerja guna nenbayar hutang
nmer eka.

Semaki n neni ngkat nya jum ah korban perdagangan manusia dari tahun-
tahun nenbuat penerintah Thail and nul ai nenber| akukan kebij akan yang
ber hubungan dengan masal ah perdagangan manusi a. Pemerintah Thail and
mul ai el akukan banyak kanpanye terkait nmasal ah perdagangan nanusi a.
Secara resm, pada tahun 2008, Penerintah Thailand nengel uarkan
kebijakan baru yaitu Anti-Trafficking in Persons B.E 2551.
Penerintah Thail and nmenbent uk berbagai kebijakan eksternal dan
internal sebagai bentuk upaya dal am nenangani masal ah
tesebut. Kebijakan internal penerintah Thailand terkait dengan
upaya-upaya Yyang dilakukan untuk nenjaga kestabilitasan



nasi onal Penerintah Thailand, sedangkan kebijakan eksternal
mer upakan bentuk upaya yang dil akukan guna nengatasi nasal ah-
masal ah internasional bersama sebagai warga negara dunia.
Kebi j akan internal yang dilakukan Penerintah Thail and seperti
m sal nya penbentukan kebijakan nasional Anti-Trafficking in
Persons B.E 2551, dibangunnya detention center bagi para
korban, hotline 1300 bagi korban untuk nem nta pertolongan.
Bentuk kebijakan eksternal vyang dilakukan oleh Penerintah

Thail and adalah kerjasanma baik secara bilateral, rmaupun
multilateral, kerjasama regional dan internasional serta
adanya peran serta nedia dan NGOsbai k | okal maupun

i nt ernasi onal . Penerintah nengadakan penandatangan MOU dengan
negar a- negara tetangga seperti MOU antara Laos dan Thail and
yang ditandat angani pada tahun 2006, kerjasanma reginal seperti

penbent ukan SIREN di w | ayah The G eat kaonQ\Sub Regi on, dan
kerjasama i nternasional dengan badan- padaﬁJ dunia seperti

Per seri kat an Bangsa- Bangsa, | LO /4hﬁg\ | enmbaga- | enbaga
i nternasional terkait. ("

Bai k secara internal maupun eks \@nap upaya yang dil akukan
Penerintah Thail and berjal an denga‘ ‘bai k. Nanun nasih perl u
adanya peni ngkat an- penlngkataa‘\gdalanl mengat asi masal ah
per gangan manusi a. Kejahatah<\ _perdagangan nenusia adal ah
kej ahat an transnasi onal yanggharu§>d|cegah dan diatasi, sebab
kej ahat an per dagangan nanusba tidak hanya nerugikan diri
seseorang karena nelanggarshak asasi dasar seseorang sebaga
manusia, tapi juga nerugikan banyak pihak seperti penerintah
dan | enbaga terkait. =




